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PERATURAN BAPPEBTI NO 5/2024:
Perkuat Likuiditas Transaksi Pasar Fisik Komoditas

NERACA

Jakarta - Badan Pengawas Per-
dagangan Berjangka Komoditi
(Bappebti) menerbitkan Peratu-
ran Bappebti (Perba) Nomor5 Ta-
hun 2024 tentang Penyelengga-
raan Pasar Fisik Komoditi Berda-
sarkan Prinsip Syariah di Bursa
Berjangka.

Perba ini bertujuan mem-
perkuat likuiditas transaksi Per-
dagangan BerjangkaKomoditidan
menjadikan Bursa Berjangka se-
bagai sarana pembentukan harga
dan penyerahan fisik, terutama
pasar fisik terorganisir dengan
prinsip syariah. “Pasar fisik komo-
ditas syariah di Bursa Berjangka
yang selanjutnya disebut Pasar
Fisik Syariah adalah pasar fisik
terorganisir yang dilaksanakan
menggunakan sarana elektronik
yang difasilitasi Bursa Berjangka
atau yang dimiliki Pedagang Fisik
Komoditi berdasarkan prinsip

syariah,’ jelas Plt. Kepala Bappebt,
Kasan, akhir pekan lalu.

Kasan menambahkan, den-
gan adanya Perba ini, penyeleng-
garaan pasar fisik syariah menjadi
lebih mudah dan transparan se-
suaidengan prinsip syariah. Selain
itu, yang menjadi fokus dalam
pelaksanaan setiap perdagangan
pasar fisik syariah adalah kewaji-
ban Bursa Berjangka untuk memi-
liki legitimasi dari dewan syariah
nasional Majelis Ulama Indonesia
(MUI).

Kepala Biro Peraturan Pe-
rundang-undangan dan Penin-
dakan Aldison menegaskan, Perba
tersebut merupakan amanat Pasal
15 Undang-Undang Nomor 32
Tahun 1997 tentang Perdagangan
Berjangka Komoditi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2011.

“Penyusunan Perba Nomor 5
Tahun 2024 telah sesuai hasil uji
publik dan masukan yang disam-

paikan PT Bursa Berjangka Jakarta
dan PT Bursa Komoditi dan De-
rivatif Indonesia. Selain itu, juga
memerhatikan kaidah hukum
penyusunan peraturan perun-
dang-undangan,” terang Aldison.
Adapun substansi pengaturan
dalam Rancangan Peraturan
Bappebti dimaksud meliputi ke-
tentuan umum, komoditas yang
diperdagangkan, dan kelemba-
gaan dalam penyelenggaraan Pa-
sar Fisik Syariah, tata cara atau
mekanisme perdagangan Pasar
Fisik Syariah, pengawasan Pasar
Fisik Syariah, ketentuan sanksi,
serta ketentuan peralihan.
Sementara itu, Sekretaris Ba-
ppebt Olvy Andrianita menutur-
kan, mayoritas masyarakat di
Indonesia  adalah muslim. Se-
hingga, PerbaNomor5 Tahun 2024
tentang Penyelenggaraan Pasar
Fisikk Komoditi Berdasarkan
Prinsip Syariah di BursaBerjangka
ini diharapkan dapat mening-

katkan kepercayaan masyarakat
dalam bertransaksi di pasar fisik
syariah di Bursa Berjangka.

“Komoditas syariah meru-
pakan perdagangan komoditas
sesuaidenganprinsipsyariahyang
dilakukan di Bursa Komoditi.
Komoditas yang diperdagangkan
harus memiliki jenis, kualitas, dan
kuantitas yang jelas, serta diper-
bolehkan sesuai peraturan perun-
dang-undangan,” ujar Olvy.

Sebelumnya, Bappebtijugate-
rus berupaya meningkatkan kual-
itas sumber daya manusia (SDM)
perdagangan berjangka komoditi
(PBK) yang profesional dan terser-

si.

Salah satunya melalui pener-
bitan Peraturan Bappebti (Perba)
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pe-
doman Pembentukan Lembaga
Sertifikasi Profesi (LSP) dan
Pelaksanaan Sertifikasi Profesi di
Bidang PBK

Terbitnya Perba ini meru-

pakan wujud komitmen Bappebti
untuk mengembangkan PBK di
Indonesia melalui penguatan
SDM, khususnya Wakil Pialang
Berjangka, Wakil Penasihat Ber-
jangka, danWakil PengelolaSentra
Dana Berjangka. Industri PBK di-
harapkan akan semakin berkem-
bangdengan SDMyang profesion-
al dan tersertifikasi. Selain itu, ju-
ga dapat berkontribusi nyata bagi
perdagangan dan ekonomi Indo-
nesia.

Hadirnya Perba Nomor 3
Tahun 2024 sangatlah penting. Ha-
sil sertifikasi Wakil Pialang Berj-
angka, Wakil Penasihat Berjangka,
dan Wakil Pengelola Sentra Dana
Berjangkaadalah buktiSDM terse-
butmemilikikompetensidibidang
PBK.

Standar kompetensi di bidang
PBK dapat dijaga dan ditingkatkan
dengan adanya LSP. Keberadaan
LSP mutlak diperlukan untuk eko-
sistem PBK.ggro/bam
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